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PENDAHULUAN 
 

 

 
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah 

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama 

periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan 

strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang 

sifatnya lebih operasional. 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata tahun 2019 di Kabupaten 

Situbondo merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten 

Situbondo sesuai dengan Peraturan Daerah Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016-2021 yang difokuskan pada Meningkatnya kinerja sektor 

pariwisata juga sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 

2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kabupaten Situbondo tahun 2019 

merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat 

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan 

perkiraan anggaran. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini bertujuan 

untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Pariwisata,  

secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan 

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kebijakan Jangka 

Menengah Provinsi Jawa Timur Dan Pembangunan Jangka Menengah 

Kabupaten Situbondo. Rencana Kerja Dinas Pariwisata,  Kabupaten Situbondo 

menjadi acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Pariwisata,  

dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2019. 

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

maka Renja Dinas Pariwisata,  mempunyai arti strategis dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan 

penerjemahan dari visi, misi Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran serta 

Program SKPD yang ditetapkan dalam Renstra SKPD. 

2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program/ kegiatan 

ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang 
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dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2019. 

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan 

program/ kegiatan SKPD yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian 

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2005-2025; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-

2033; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016-2021. 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2016-2021; 

14. Peraturan  Bupati Situbondo Nomor 52 tahun 2015 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo 

Tahun Anggaran 2016; 

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pariwisata Kabupaten Situbondo; 

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam 

mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2018 dan perencanaan 

program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Dinas Pariwisata,  Kabupaten Situbondo tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 

2020. Sedangkan tujuan disusunnya Renja adalah untuk memasukkan program/ 

kegiatan yang ada di dalam Renja ke dalam Kebijakan Umum dan Anggaran dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2019. 
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1.4 Sistematika Penulisan   

 Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka 

tahapan penyusunan dan penetapannya berpedoman pada Permendagri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. yaitu : 

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan 

mengacu RKPD tahun berkenaan. 

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana 

tercantum dalam misi RPJMD. 

3. Program/ kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program/ 

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum 

Musrenbang. 

4. Program/ kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran 

(output), indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan 

yang menunjukkan perkiraan maju. 

 

Gambar .1.1 Diagram Alur Renja 

 


